¥ BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO

Sekretariat: JI. Letiend Sarwo Edhie Wibowo No.14 Purworejo 54113
Telp. (0275) 2971118

Email:panwaskabpurworejo21@gmail.com

Website: panwaspurworejo.com

Nomor
Sifat

: o1& /K.Bawaslu Prov.JT-21/PP.00/1X/2020 Purworejo, 2¢ September 2020
: Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal

: Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya

Kepada Yth. :
KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA (KASN)

di-

JAKARTA

1. Dasar:

a.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Menjadi Undang-
Undang;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan
Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020
tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun
2020;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang



<

Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non
Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;

_ Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :

0298/K.BAWASLU/PM.00.00/5/2020 tentang Persiapan Pelaksanaan Pengawasan
Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;

_ Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0572

Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota Tahun 2020;

. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi,

Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur
Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2020,
Nomor 800-2836 Tahun 2020, Nomor 167/KEP/2020, Nomor 6/SKB/KASN/9/2020,
Nomor 0314 tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara
dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi, kajian dan musyawarah Ketua dan
Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo, kasus dengan Nomor
Temuan : 002/TM/PB/Kab/14.27/1X/2020 (terlampir) memenuhi unsur-unsur pelanggaran
hukum lainnya dan selanjutnya diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian penerusan pelanggaran ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan

terima kasih.

Tembusan:

1.

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);

2. Pjs. Bupati Purworejo;
3. Arsip.



